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Abstrak:  Tingkat kelulusan sekolah di Kabupaten Merauke yang hampir mencapai 100 % pada setiap 
tahun pelajaran selalu memunculkan pertanyaan karena rendahnya tingkat kelulusan pada tes masuk ke 
perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi para guru terhadap dua alternatif 
pilihan mengutamakan pelaksanaan kode etik kejujuran profesional dengan  konsekuensi ada banyak siswa 
yang tidak lulus atau mengutamakan kelulusan siswa dengan konsekuensi melanggar kode etik kejujuran 
profesional. Untuk mendapatkan data tentang persepsi guru terhadap dua alternatif pilihan tersebut, saya 
menerapkan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian survey. Sampel penelitian ini berjumlah 97 
orang, diambil secara purposif dari antara para kepala sekolah dan guru di Kabupaten Merauke. Data hasil 
penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru lebih 
cendrung memilih untuk melanggar kode etik kejujuran profesional demi membantu para siswa meraih sukses 
daripada setia melaksanakan kejujuran profesional dengan tetap membiarkan siswa tidak lulus. Hasil 
penelitian ini dapat menjadi masukan yang sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan pendidikan di 
Kabupaten Merauke, untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dapat menopang guru untuk secara 
loyal melaksanakan kode etik ‘kejujuran profesional’-nya tanpa harus mengorbankan kelulusan siswa. 
Kata Kunci guru; kode etik; kejujuran profesional; lulusan; siswa. 
  
ENHANCING SCHOOL GRADUATES: A MORAL CONFLICT BETWEEN 
‘IMPLEMENTING THE ETHICAL CODE OF PROFESSIONAL HONESTY’ AND ‘THE 
WILLINGNESS OF GETTING STUDENTS GRADUATE’ 
Abstract: Graduation rates of schools in Merauke district which is approximately close to 100 % must 
be questioned as many graduates fail in colleges entrance test. This study aimed at describing teachers’ 
tendency of implementing ethical code of professional honesty or of passing students from the possibility of 
failure. To obtain data on 'teachers' perception of loyaly implementing the ethical code of professional 
honesty’ or ‘of breaking the ethical code of professional honesty in order to help students to achieve success’, 
I employed a quantitative approach using survey research design. Samples of this study consisted of 97 which 
were purposively drawn from amongst school principals and teachers of Merauke district. Data were analyzed 
quantitative descriptively. The result of this study revealed that teachers tend ‘to break the professional 
honesty ethical code' in order to help students to achieve success than ‘to loyaly implement the professional 
ethical code’. The results of this study might be worthwhile for the educational policymakers of Merauke 
district to make an effort of creating strategies to help teachers to loyaly carry out their ‘professional honesty 
ethical code’ without sacrificing students success. 
Keywords: ethical code; graduates; professional honesty; students; teachers.    
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Tingkat kelulusan siswa yang hampir 
mencapai 100 % pada setiap tahun pelajaran 
selalu memunculkan pertanyaan di kalangan 
masyarakat pendidikan (Werang et al., 2014), 
terutama ketika menyaksikan kegagalan para 
lulusan tersebut dalam mengikuti pendidikan 
pada jenjang pendidikan di atasnya. Sebagai 
seorang pendidik terkesima ketika menyaksikan 
betapa para polisi, pada saat-saat menjelang 
Ujian Akhir Nasional (UAN), begitu disibukkan 
oleh kegiatan mengawal pendistribusian berkas 
soal ujian nasional ke sekolah-sekolah. Berkas 
soal-soal ujian bahkan harus dijaga ketat supaya 
tidak bocor. Menyaksikan semua itu, nurani 
akademik saya tergerus oleh rupa-rupa 
pertanyaan sebagai berikut. “Apakah kepala 
sekolah dan guru-guru kita sudah tidak jujur 
sampai-sampai mereka tidak diperkenankan 
untuk menjemput, mengawal, dan menjaga 
sendiri berkas-berkas soal ujian yang akan 
diujikan di sekolahnya?” “Apakah pemerintah 
sendiri memang sudah tidak percaya lagi 
dengan kejujuran kepala sekolah dan guru-
guru?” “Separah apakah tingkat kepercayaan 
pemerintah terhadap kejujuran kepala sekolah 
dan guru-guru kita?” Keterkesimaan saya 
semakin menjadi ketika mendapati lebih dari 50 
orang mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia Universitas Musamus 
yang belum bisa membaca, menulis, dan 
berhitung dasar dengan baik.  
Realitas lapangan yang terjadi seputar 
pengelenggaraan UAN dan kenyataan riil yang 
dihadapi para dosen di Jurusan Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 
Musamus menghentak nalar intelektualitas saya 
untuk mengkaji lebih jauh tentang ‘kepatuhan 
para guru dalam melaksanakan kode etik 
kejujuran profesional’ ketika harus berhadapan 
dengan ‘hasrat untuk meningkatkan jumlah 
lulusan sekolah’. 
.Secara etimologis kata 'etik' atau ‘etika’ 
berasal dari kata bahasa Yunani ethos yang 
berarti adat kebiasaan. Adat kebiasaan merujuk 
kepada nilai-nilai dan asas-asas moral tertentu 
yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. 
Nilai-nilai dan asas-asas moral ini biasanya 
mewujud dalam bentuk norma-norma yang 
menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 
kelompok dalam mengatur perilaku hidupnya 
(Werang, 2010). Kata ethos ini kemudian 
mendapatkan arti yang berbeda-beda. The 
British Association for Early Childhood 
Education (2011: 5), misalnya, mengartikan 
etika sebagai berikut: 
The study of right and wrong, that 
involve critical reflection on 
morality and the ability to make 
choices between values and the 
examination of the moral 
dimensions of relationships. 
Studi tentang benar dan salah yang 
mencakup refleksi kritis atas 
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moralitas dan kemampuan untuk 
melakukan pilihan antara nilai-
nilai dan pengujian atas dimensi-
dimensi moral dari setiap relasi 
yang dibangun.  
Lillie (dalam Zacky, 2016: 272) memaknai kata 
etika sebagai “the normative science of conduct 
of human being living in societies – a science 
which judges this conduct to be right or wrong, 
to be good or bad, or in some similiar way” 
(ilmu normatif tentang perbuatan manusia yang 
hidup di dalam lingkungan masyarakat – sebuah 
ilmu yang menilai apakah perbuatan itu benar 
atau salah, baik atau buruk, atau yang 
semacamnya).  
Kata ethos yang menjadi asal usul kata 
‘etika’ dapat juga diartikan sebagai semangat 
khas yang dimiliki oleh kelompok orang atau 
organisasi profesi tertentu. Hal ini tercermin 
dalam konsep etos kerja atau etika profesional. 
Menurut Bertens (2013), ethos merujuk kepada 
semangat, ciri-ciri, pandangan, dan nilai yang 
menandai kelompok tertentu. Semangat, ciri-
ciri, dan pandangan khas yang dirumuskan 
untuk profesi tertentu disebut kode etik seperti 
kode etik guru, kode etik kedokteran, dan kode 
etik jurnalistik (Rinjin, 2008).  
Kode etik profesi lebih merujuk kepada 
‘etika terapan’ karena merupakan penerapan 
dari pemikiran etis yang berkaitan dengan 
perilaku anggota profesi tertentu yang 
berpedoman pada tidakan etik ‘mana yang 
seharusnya dilakukan dan mana yang 
seharusnya tidak dilakukan’. Bertens (2013) 
mengartikan kode etik profesi sebagai norma 
yang telah ditetapkan dan diterima oleh 
kelompok profesi tertentu untuk memberikan 
petunjuk kepada para anggotanya tentang 
bagaimana seharusnya bertindak demi 
menjamin kualitas moral profesi tersebut di 
mata masyarakat. Sementara menurut Keraf 
(2010), kode etik adalah seperangkat aturan 
moral dalam sebuah organisasi profesi yang 
menjadi pedoman bersikap dan berperilaku bagi 
para anggotanya. Sedangkan menurut Kamus 
Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008), kode etik 
merupakan nilai-nilai atau norma-norma moral 
yang menjadi pegangan bagi seseorang atau 
suatu kelompok masyarakat dalam mengatur 
tingkah lakunya. The British Association for 
Early Childhood Education (2011) mengartikan 
etika profesional sebagai berikut: 
The moral commitment of a 
profession that involvle moral 
reflection that extends and 
enhances the personal morality 
practitioners bring to their work, 
that concern actions of right and 
wrong in the workplace, and that 
help individuals resolve moral 
dilemmas they encounter in their 
work. 
Komitmen moral dari sebuah 
profesi yang melibatkan refleksi 
moral untuk memperluas dan 
meningkatkan moralitas pribadi 
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yang dibawa para praktisi ke 
tempatnya bekerja, yang 
berhubungan dengan tindakan 
benar dan salah di tempat kerja, 
dan yang membantu para individu 
untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan moral yang mereka 
temui di tempat mereka bekerja. 
Berdasarkan beberapa pandangan di atas, 
'kode etik' dapat diartikan sebagai seperangkat 
aturan moral yang menjadi acuan perilaku 
hidup dan karya para anggota organisasi profesi 
tertentu yang keberadaannya diakui dan 
diterima oleh masyarakat. Kode etik bagi suatu 
organisasi profesional sangat penting dan 
mendasar karena kode etik merupakan landasan 
moral dan pedoman tingkah laku yang 
dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Arbi 
dan Syahrun (dalam Werang, 2015) 
menegaskan bahwa kode etik digunakan 
sebagai landasan dalam melaksanakan semua 
tugas dan tanggung jawab pekerjaan profesi. 
Sedangkan menurut Kartadinata dan Dantes 
(dalam Werang, 2015), kode etik dapat 
mendinamisasi setiap anggotanya untuk 
meningkatkan diri dan layanan profesional 
demi kemaslahatan orang lain.   
Persoalannya adalah apa yang hendak 
dicapai melalui penetapan sebuah ‘kode etik’? 
Menanggapi persoalan tersebut, Mulyasa 
(2009) merumuskan beberapa tujuan penetapan 
‘kode etik’ sebagai berikut. Pertama, untuk 
menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik 
dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar 
atau masyarakat, agar masyarakat tidak 
memandang rendah suatu profesi. Kode etik 
suatu profesi akan melarang berbagai bentuk 
tindakan atau kelakuan anggota yang dapat 
mencemarkan nama baik profesi. Kedua, untuk 
menjaga dan memelihara kesejahteraan para 
anggota profesi. Kesejahteraan mencakup lahir 
(material) dan batin (spiritual, emosional, dan 
mental). Kode etik pada umumnya memuat 
berbagai larangan untuk melakukan perbuatan 
yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. 
Misalnya dengan menetapkan tarif minimum 
honorarium anggota profesi dalam 
melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja 
yang menetapkan tarif honorarium di bawah 
standar minimum yang telah ditetapkan akan 
dianggap tercela karena merugikan rekan 
seprofesinya. Di dalam hal kesejahteraan batin 
para anggota profesi, kode etik umumnya 
memberikan petunjuk-petunjuk kepada 
anggotanya untuk tidak berperilaku tidak pantas 
atau tidak jujur dalam berinteraksi dengan 
sesama rekan anggota profesi. Ketiga, sebagai 
pedoman perilaku para anggota profesi. Kode 
etik mengandung peraturan yang membatasi 
tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur 
bagi para anggota profesi dalam berinteraksi 
dan berkomunikasi dengan sesama rekan 
anggota profesi. Keempat, untuk meningkatkan 
pengabdian para anggota profesi. Kode etik 
berkaitan erat dengan peningkatan kegiatan 
pengabdian profesi, sehingga setiap anggota 
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profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas 
dan tanggung jawab pengabdiannya. Terkait hal 
ini, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan 
yang perlu dilakukan para anggota profesi 
dalam menjalankan tugasnya. Kelima, untuk 
meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat 
norma-norma dan anjuran agar para anggota 
profesi selalu  berjuang untuk meningkatkan 
mutu profesi melalui pengabdian kepada para 
pelanggan, baik kepada sesama rekan anggota 
profesi maupun kepada masyarakat luas. 
Keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi 
profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggota 
untuk aktif berpartisipasi dalam membina 
organisasi profesi dan terlibat aktif dalam 
semua kegiatan yang direncanakan organisasi 
profesi.  
Sebagai tenaga profesional guru Republik 
Indonesia dituntut untuk memiliki kode etik 
yang berfungsi sebagai payung moral bagi para 
guru dalam melaksanakan tritugas ‘mengajar, 
mendidik, dan melatih’ generasi muda bangsa 
Indonesia agar dapat bersaing dengan generasi 
muda bangsa lain dalam persaingan kehidupan 
global. Achmad Sanusi (dalam Suharso, 2013) 
memandang kode etik guru sebagai rambu-
rambu, rem, dan pedoman dalam tingkah laku 
dan tindakan guru khususnya yang berkaitan 
dengan kegiatan pembelajaran. Konvensi 
Nasional Pendidikan I (1988) menyatakan 
bahwa guru sebagai sebuah profesi harus 
memiliki kode etik, yaitu norma-norma tertentu 
yang dijadikan pegangan atau pedoman yang 
menuntun perilaku setiap anggota profesi. 
Liberman (dalam Werang, 2015) menyatakan 
bahwa guru yang profesional hendaknya 
memiliki kode etik yang jelas. Hal senada 
ditegaskan juga oleh Horton (dalam Werang, 
2015) yang mengatakan bahwa salah satu 
kriteria untuk menyatakan bahwa pekerjaan 
guru sebagai jabatan profesional adalah 
ditetapkannya ‘kode etik’ bagi para anggotanya.  
Kesadaran akan pentingnya kode etik 
profesi dalam mengatur perilaku hidup dan 
kerja para anggota, Kongres PGRI XVI Tahun 
1989 di Jakarta berhasil menyempurnakan dan 
menetapkan kode etik bagi guru Indonesia 
sebagai berikut: (a) Guru berbakti membimbing 
peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia 
seutuhnya yang berjiwa Pancasila; (b) Guru 
memiliki dan melaksanakan kejujuran 
profesional; (c) Guru berusaha memperoleh 
informasi tentang peserta didik sebagai bahan 
untuk melakukan bimbingan dan pembinaan; 
(d) Guru menciptakan suasana sekolah 
sedemikian rupa demi menunjang berhasilnya 
proses pembelajaran; (e) Guru memelihara 
hubungan baik dengan orang tua murid dan 
masyarakat sekitarnya untuk membina peran 
serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap 
pendidikan; (f) Guru secara pribadi dan 
bersama-sama mengembangkan dan 
meningkatkan mutu dan martabat profesinya; 
(g) Guru memelihara hubungan seprofesi, 
semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan 
sosial; (h) Guru secara bersama-sama 
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memelihara dan meningkatkan mutu organisasi 
PGRI sebagai sarana perjuangan dan 
pengabdian; dan (i) Guru melaksanakan segala 
ketentuan yang merupakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang pendidikan. 
Kode etik guru yang sudah ditetapkan sejak 
1989 itu baru mulai efektif diimplementasikan 
pada tanggal 1 Januari 2013 karena Dewan 
Kehormatan Profesi Guru yang bertugas 
menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan 
mengontrol pemberlakukan kode etik guru itu 
baru terbentuk pada bulan Januari 2011 (Astuti, 
2012). Sebagai ungkapan kebulatan tekad guru 
Indonesia, pada kongres yang sama telah 
ditetapkan juga Ikrar Guru Indonesia. Rumusan 
selengkapnya dari Ikrar Guru Indonesia adalah 
sebagai berikut: (a) Kami guru Indonesia, 
adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan 
taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (b) 
Kami guru Indonesia adalah pengemban dan 
pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia, pembela dan pengamal 
Pancasila yang setia pada Undang-Undang 
Dasar 1945; (c) Kami guru Indonesia bertekat 
bulat mewujudkan tujuan nasional dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Kami 
guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi 
perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, 
membina persatuan dan kesatuan bangsa yang 
berwatak kekeluargaan; dan (e) Kami guru 
Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru 
Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi 
dalam pengabdiannya terhadap bangsa, negara, 
dan kemanusiaan. 
Kode etik guru yang menjadi fokus 
penelitian ini adalah kode etik kedua, yaitu 
‘Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran 
profesional’. Ada banyak definisi ataupun 
batasan tentang ‘jujur’ dan/atau ‘menjadi jujur’. 
Lebih lanjut Later-Day Saints (n/d: 1) 
mengartikan kejujuran sebagai berikut:  
Being honest means choosing not to 
lie, steal, cheat, or deceive in any 
way. When we are honest, we build 
strength of character that will allow 
us to be of great service to God and 
to others. We are blessed with peace 
of mind and self-respect and will be 
trusted by the Lord and others.  
Menjadi jujur berarti memilih untuk 
tidak menipu, mencuri, mencontek, 
atau memperdaya dengan cara 
apapun. Ketika kita jujur, kita 
membangun kekuatan karakter yang 
akan menjadikan kita pelayan yang 
hebat bagi Tuhan dan sesama. Kita 
dirahmati dengan kedamaian pikiran 
dan hormat terhadap diri sendiri dan 
akan selalu dipercaya oleh Tuhan 
dan sesama. 
Pada tulisan yang lain Later-Day Saints (2004: 
84) mengatakan sebagai berikut: 
To be honest means to be sincere, 
truthful, and without deceit at all 
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times. When you are honest in every 
way, you are able to enjoy peace of 
mind and maintain self-respect. You 
build strength of character, which 
allows you to be of service to God 
and others. You are trusthworthy in 
the eyes of God and those around 
you. 
Menjadi jujur berarti selalu bersikap 
tulus, mengatakan yang sebenarnya, 
dan tidak pernah menipu. Ketika 
anda jujur dalam seluruh perjalanan 
hidup anda, anda akan dapat 
menikmati damainya pikiran dan 
menaruh hormat pada diri anda 
sendiri. Anda membangun kekuatan 
karakter yang akan memungkinkan 
anda dapat melayani Tuhan dan 
sesama. Anda akan selalu 
mendapatkan kepercayaan di mata 
Tuhan dan sesama yang berada di 
sekitar anda. 
eCampusTour.com (2017) menyebutkan 
beberapa contoh umum perilaku tidak jujur 
yang harus dihindari sebagai berikut. Pertama, 
mencontek (cheating). Cheating merujuk pada 
tindakan atau perbuatan menggunakan bahan, 
informasi, ataupun catatan pembelajaran pada 
waktu ulangan. Contoh perbuatan cheating 
antara lain: menggunakan lembaran contekan, 
mengopi materi dari siswa lain, bekerja 
bersama siswa lain tanpa seizin guru, 
menyerahkan tulisan akademik lebih dari satu 
kali tanpa terlebih dahulu meminta izin dari 
guru, menggunakan kalkulator pada ulangan 
matematika tanpa seizin guru, dan menerima 
contekan jawaban dari guru secara tidak sah. 
Kedua, plagiat (plagiarism). Plagiarism 
merujuk pada tindakan atau perbuatan 
mereproduksi gagasan, kata-kata, atau 
pernyataan dari orang lain tanpa menyebutkan 
sumber dari mana gagasan, kata-kata, atau 
pernyataan tersebut dikutip. Contoh tindakan 
plagiarism antara lain: menyerahkan artikel 
penelitian yang dikerjakan oleh orang lain, 
membeli dan menyerahkan artikel yang diambil 
secara online, dan mengutip gagasan atau 
pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber 
dari mana gagasan atau pendapat itu diambil 
atau dikutip. Ketiga, fabrikasi (fabrication). 
Fabrication merujuk pada tindakan atau 
perbuatan memfabrikasi ulang informasi, data, 
ataupun kutipan-kutipan di dalam ulangan. 
Contoh tindakan fabrication antara lain 
memalsukan hasil untuk tugas laboratorium. 
Keempat, penipuan (deception). Deception 
merujuk pada tindakan atau perbuatan 
menyediakan informasi atau alasan palsu 
kepada guru terkait ulangan. Contoh tindakan 
deception antara lain: memberikan alasan palsu 
supaya tidak ikut ulangan atau berpura-pura 
telah mengumpulkan tugas padahal belum sama 
sekali. Kelima, pelibatan diri (complicity). 
Complicity merujuk pada tindakan atau 
perbuatan membantu siswa untuk bersikap 
tidak jujur. Contoh tindakan complicity antara 
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lain: memberikan contekan jawaban kepada 
siswa pada saat ujian, menyuruh siswa 
menyalin jawaban yang sudah disiapkan 
sebelumnya, membantu siswa mengerjakan 
soal ujian, mengikuti tes atas nama siswa lain, 
membagikan soal tes kepada siswa sebelum 
hari pelaksanaan ujian. 
Para guru harus membangun kepercayaan 
baik kepada siswa, orang tua, kepala sekolah, 
dan rekan guru supaya sukses. Gatens (2015: 1) 
menegaskan sebagai berikut:  
Teachers have to build and 
maintain trust with students, 
families and colleagues to be 
effective. Trust comes from five 
qualities, each one as important 
as the next — kindness, 
reliability, competence, honesty 
and openness — that must come 
together to foster a sense of 
belief in your work. 
Para guru harus membangun dan 
menjaga kepercayaan pada 
siswa, keluarga, dan rekan-rekan 
sekerja supaya efektif. 
Kepercayaan muncul dari lima 
kualitas hidup yang masing-
masingnya sama penting, yaitu 
kebaikan, keterandalan, 
kompetensi, kejujuran, dan 
keterbukaan. Semua ini harus 
muncul bersama-sama untuk 
membangkitkan rasa percaya 
terhadap pekerjaan anda. 
Di dalam sebuah penelitian yang 
diselenggarakan oleh University of 
Birmingham’s Jubilee Center (Wigins, 2015), 
kepada 546 guru responden disodorkan sebuah 
daftar yang berisikan 24 kualitas yang harus 
dimiliki untuk menjadi ‘guru yang baik dan 
efektif’. Para guru responden tersebut diminta 
untuk merilis atau menandai 6 kualitas yang 
diyakini dapat menggambarkan karakter 
seorang guru yang baik dan efektif. Posisi 
pertama ditempati oleh kualitas ‘keadilan’ (78 
%), diikuti oleh kualitas ‘kreativitas’ pada 
posisi kedua (68 %), kualitas ‘suka belajar’ 
pada posisi ketiga (61 %), kualitas ‘humoris’ 
pada posisi keempat (53 %), kualitas 
‘ketekunan’ pada posisi kelima (45 %), dan 
kualitas ‘kepemimpinan’ pada posisi keenam 
(40 %). Para guru responden tersebut kemudian 
diminta lagi untuk merilis 6 kualitas yang 
diyakini ada pada diri mereka sendiri. Kualitas 
keadilan, kreativitas, suka belajar, dan humoris 
tetap menempati urutan teratas. Tetapi posisi 
kelima yang semula ditempati oleh kualitas 
‘ketekunan’ digantikan oleh kualitas 
‘kejujuran’ (50 %), dan posisi keenam yang 
semula ditempati oleh kualitas ‘kepemimpinan’ 
digantikan oleh kualitas ‘kebaikan’ (49 %). 
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 
para guru sebenarnya percaya bahwa kebaikan 
dan kejujuran merupakan dua dari karakter 
utama yang mereka miliki. Namun sangat 
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disayangkan bahwa kedua karakter utama ini 
tidak diberikan peringkat teratas di antara 24 
kualitas yang dibutuhkan guru di dalam 
melakukan pekerjaannya. Arthur (dalam 
Wigins, 2015) meyakini bahwa para guru 
sebenarnya sangat ingin lebih dihargai karena 
kebaikan dan kemurahan hati mereka, bukan 
karena hal-hal lainnya. Tetapi sistem yang ada 
telah secara efektif memaksa mereka untuk 
memikirkan dan menekuni kualitas lainnya 
daripada kedua kualitas utama yang mereka 
miliki tersebut 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan rancangan penelitian survey 
karena berusaha untuk mendeskripsikan 
persepsi para guru tentang pilihan 
mengutamakan pelaksanaan kode etik 
‘kejujuran profesional’ atau ‘mengutamakan 
kelulusan siswa dengan atau tanpa harus 
melanggar kode etik kejujuran profesional’. 
Rancangan penelitian survey digunakan karena 
beberapa pertimbangan sebagai berikut: (a) 
rancangan penelitian survey memiliki tingkat 
keterwakilan yang tinggi; (b) tidak 
menghabiskan banyak biaya; (c) data penelitian 
dapat dengan mudah diperoleh; (d) memiliki 
tingkat signifikansi statistik yang bagus; (e) 
kurang atau tidak ada pandangan subjectif dari 
peneliti; dan (f) hasil yang diperoleh akurat 
[Sicero dalam Werang & Lena, 2014). 
Sampel penelitian ini berjumlah 97 orang guru 
yang diambil secara purposif dari antara para 
kepala sekolah dan guru di Kabupaten Merauke. 
Kepada setiap kepala sekolah dan guru yang 
menjadi sampel diberikan sebuah kuesioner 
sederhana yang hanya berisikan sebuah 
pertanyaan dengan dua alternatif pilihan 
jawaban sebagai berikut: “Jika Anda harus 
memilih, manakah yang akan Anda pilih: (A) 
‘teguh melaksanakan kode etik kejujuran 
profesional dengan konsekuensi banyak siswa 
tidak lulus’ ataukah (B) ‘membantu siswa 
dengan cara apapun agar bisa lulus walau harus 
melanggar kode etik kejujuran profesional?” 
Artinya, setiap kepala sekolah dan guru yang 
menjadi responden diperkenankan untuk hanya 
memilih A atau B dengan memberikan tanda √ 
(centang) pada alternatif tanggapan yang sudah 
disediakan. Responden sangat tidak dibolehkan 
untuk memilih keduanya. Konsekuensinya 
adalah setiap pilihan yang dijatuhkan ke A akan 
langsung menegasikan pilihan B dan begitu 
sebaliknya. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Seperti sudah ditandaskan pada sub-kajian 
sebelumnya, data penelitian ini dianalisis secara 
deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan 
pilihan para guru untuk lebih ‘mengutamakan 
pelaksanaan kode etik kejujuran profesional 
dengan  konsekuensi banyak siswa tidak lulus’ 
atau ‘mengutamakan kelulusan siswa dengan 
konsekuensi melanggar kode etik kejujuran 
profesional’. Hasil penelitian tentang pilihan 
para guru responden seperti ditampilkan pada 
Tabel 1 berikut ini. 
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Pilihan A Pilihan B 
97 Jumlah % Jumlah % 
14 14,43 83 85,57 
 
Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan 
bahwa 83 guru atau 85,57 % responden 
menjatuhkan pilihannya pada alternatif 
tanggapan ‘B’, yaitu mengabaikan kode etik 
kejujuran profesionalnya dan menganggapnya 
‘tidak terlalu penting’. Artinya, mayoritas guru 
responden lebih memilih untuk membantu 
siswa dengan cara apapun supaya bisa lulus 
walaupun harus melanggar tuntutan 
pelaksanaan kode etik kejujuran profesional. 
Sisanya, 14 guru atau 14,43 % responden 
memilih untuk tetap menjunjung tinggi kode 
etik kejujuran profesional daripada harus 
membantu meluluskan siswa yang pada 
dasarnya tidak menguasai materi ataupun 
keterampilan yang diujikan. 
Guru adalah seorang arsitek yang 
membentuk watak dan jiwa anak didik. 
Pemahaman terhadap watak dan jiwa para anak 
didik sangat diperlukan agar guru dapat dengan 
mudah membentuk watak dan jiwa para anak 
didiknya. Tirtarahardja dan La Sulo (2005) 
meyakini bahwa seluruh proses pendidikan 
hanya dapat dilakukan secara benar dan tepat 
sasaran jika para guru memiliki kemampuan dan 
gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang 
manusia yang dididiknya. Guru, dalam kerangka 
pikir ini, harus mampu menempatkan diri 
sebagai orang tua kedua bagi para anak didik 
Orang tua dan masyarakat menghargai para 
guru karena peran penting yang mereka jalankan 
dalam membangun dan mengembangkan 
karakter anak bangsa (Werang et al. 2017). 
Lumpkin (dalam Werang et al. 2017: 226) 
menegaskan sebagai berikut:  
Teachers should educate for 
character, especially through 
teaching respect and 
responsibility. [...] Teachers with 
character serve as role models for 
telling the truth, respecting others, 
accepting and fulfilling 
responsibilities, playing fair, 
earning and returning trust, and 
living a moral life. They should 
model the importance of engaging 
in lifelong quest to do the harder 
right, rather than the easier 
wrong. Teachers with character 
teach their students that 
individuals make morally 
principled decisions through the 
moral-reasoning process. They 
can help their students know what 
their values are, believe in these 
values as an integral part of who 
they are, and live their life in 
alignment with these values.   
Guru harus mendidik karakter, 
terutama melalui pengajaran rasa 
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hormat dan tanggung jawab. [...] 
Guru berkarakter berperan sebagai 
panutan dalam mengatakan yang 
sebenarnya, menghormati orang 
lain, menerima dan memenuhi 
tanggung jawab, bersikap adil, 
produktif, mengembalikan 
kepercayaan yang luntur tergerus 
masa, dan menjalani kehidupan 
moral. Guru berkarakter harus 
memodelkan pentingnya 
melibatkan diri dalam pencarian 
sepanjang hayat untuk 
memperjuangkan kebenaran yang 
lebih sulit, daripada melakukan 
kesalahan yang lebih mudah. Guru 
berkarakter mengajarkan para 
siswanya bahwa secara individu 
mereka dapat membuat keputusan 
moral yang sangat mendasar 
melalui sebuah proses penalaran 
moral. Guru berkarakter 
membantu siswa mengenal nilai-
nilai yang mereka miliki, 
meyakini nilai-nilai itu sebagai 
bagian integral dari jati diri 
mereka sendiri, dan 
menyelaraskan perjalanan hidup 
mereka dengan nilai-nilai tersebut. 
Kutipan di atas menunjukkan pentingnya 
peran dan tanggung jawab guru berkarakter 
dalam membangun karakter anak bangsa. 
Sahertian (1994) menegaskan bahwa tanggung 
jawab guru itu multidimensional. Selain 
bertanggung jawab terhadap diri sendiri, guru 
harus bertanggung jawab juga kepada orang tua 
anak-anak yang dididiknya, bertanggung jawab 
kepada orang tua murid, bertanggung jawab 
kepada bangsa dan negara, dan yang terpenting 
adalah bertanggung jawab kepada Tuhan. 
Sahertian (1994) selanjutnya merinci tanggung 
jawab guru ke dalam beberapa aspek berikut:  
(a) aspek intelektual: secara nalar guru 
bertanggung jawab untuk mengembangkan 
konsep-konsep berpikir nalar dan problematis 
secara sistematis; (b) aspek individu: guru 
bertanggung jawab secara pribadi sebagai orang 
yang mengambil keputusan; (c) aspek sosial: 
guru mampu memberikan pertanggungan jawab 
atas apa yang dikerjakannya kepada orang tua 
dan masyarakat; (d) aspek etis: guru mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara 
moral; dan (e) aspek religius: guru mampu 
mempertanggugjawabkan seluruh perbuatannya 
kepada Tuhan. Sadar atau tidak, ‘kejujuran 
profesional’ yang menjadi salah satu kode etik 
guru Republik Indonesia melibatkan seluruh 
aspek tanggung jawab yang disebutkan 
Sahertian (1994) ini. Aspek etis dan religius 
akan selalu menjadi dasar pertanggungjawaban 
moral guru dalam menalar secara intelektual 
untuk kemudian mengambil keputusan yang 
tidak hanya berdampak kepada diri sendiri 
tetapi juga orang lain yang berada di sekitarnya. 
“Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”.  
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Pepatah ini mengisyaratkan guru sebagai sosok 
yang digugu dan ditiru oleh para anak didiknya 
(Zulhimma, 2013). Guru adalah ‘model karakter 
kejujuran’ bagi anak didiknya. Apa pun yang 
dipraktikkan guru akan dicontohi oleh para anak 
didiknya. Artinya, sangat sulit mengharapkan 
generasi muda bangsa untuk selalu ‘bersikap 
jujur’ kalau guru-guru, yang adalah ‘model 
kejujuran’ bagi anak didik, sudah tidak berlaku 
jujur. Menjadi ‘jujur’ memang tidak semudah 
membalikkan telapak tangan, tetapi tidak berarti 
mustahil untuk dipraktikkan oleh para guru. 
Gantes (2015) menegaskan bahwa ketika guru 
membangun kepercayaan melalui kejujurannya, 
orang lain pun akan jujur menyampaikan apa 
yang sesungguhnya diharapkan dari para guru 




Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang 
sedikit lebih detail tentang persepsi guru 
terhadap dua alternatif pilihan ‘mengutamakan 
pelaksanaan kode etik kejujuran profesional 
dengan konsekuensi banyak siswa tidak lulus’ 
atau ‘mengutamakan kelulusan siswa dengan 
cara apapun walaupun harus melanggar kode 
etik kejujuran profesional’. Berdasarkan hasil 
penelitian yang sudah dibahas sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa guru-guru cenderung lebih 
memilih untuk melanggar kode etik kejujuran 
profesional demi meningkatkan jumlah 
kelulusan sekolah. 
Saran 
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah 
perlunya para pengambil kebijakan pendidikan 
di Kabupaten Merauke menetapkan langkah-
langkah strategis yang dapat menopang 
kepatuhan guru dalam ‘menginternalisasi dan 
melaksanakan kode etik kejujuran profesional’ 
tanpa harus mengorbankan kehendak para siswa 
untuk sukses. Belum adanya penelitian yang 
secara khusus mengkaji topik ini di Kabupaten 
Merauke memungkinkan hasil penelitian ini 
dapat dijadikan referensi atau acuan teoretis 
bagi penelitian selanjutnya 
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